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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM 
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ABSTRAK :  - bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian 
pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 yang disebabkan 
oleh adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 serta memperhatikan kebijakan anggaran 
pada tahun anggaran 2023 dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka 
Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak 
Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan Dilanjutkan pada Tahun 
Anggaran 2023. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.4, TLN No.6757), UU 
39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 
No.103, TLN. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 
No.229, TLN.6267), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian 
pekerjaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai 
dengan akhir tahun anggaran 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 dengan 
dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. Pekerjaan 
merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang biayai dari Rupiah Murni dan/ atau penerimaan 
negara bukan pajak, pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual 
dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan ditandatangani paling lambat 
tanggal 30 November 2022. Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 
anggaran 2022 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2023 sepanjang 
memenuhi ketentuan sebagai berikut berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa 
diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan 
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan 
pekerjaan dan penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang 
dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas 
bermaterai cukup. Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun 
anggaran 2023, PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak. KPA 
menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan 
sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 15 Desember 2022. 

  - Lampiran halaman 11-14. 
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